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SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 

NOMOR   4   TAHUN  2009 

 
TENTANG 

PEMBERDAYAAN  KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang  :    a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah 

peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, 

perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah; 

b. bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah adalah tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan 

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diatur 

dalam peraturan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45 ) ; 

PEMERINTAH KOTA KEDIRI   
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2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3502 ) ;  

3. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3611 ) ; 

4. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3632) ; 

5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3821); 

6. Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3889); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan  Undang–Undang Nomor 12 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4844); 

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara 

Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3591); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3718) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 

dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743 ) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal 

Penyertaan pada Koperasi ( Lembaran Negara Tahun 1998 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698); 

18. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; 

19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang 

Pedoman Pemeringkatan Koperasi ; 

20. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor  30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang 

Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan 

Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura ; 

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, kecil, dan 

Menengah; 

22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 



Lembaran Daerah Kota Kediri 4

Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri 

Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 ) ; 

23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 6). 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI 

DAN 

WALIKOTA KEDIRI 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, 

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kediri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 

3. Walikota adalah Walikota Kediri. 

4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri. 

5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah 

Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Kediri, yang merupakan bagian Integral 

dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita–cita, nilai–nilai, 

dan prinsip–prinsip koperasi, serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka 

mewujudkan pembangunan koperasi. 

6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan 

Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 
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7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah 

dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh 

usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

11. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang 

dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan 

pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha 

kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya. 

12. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan 

kepastian dalam kesempatan berusaha. 

13. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk meningkatkan praktek 

monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 

14. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama 

atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang 

sama . 

   

 

 

 


